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. berakhirnya jangka waktu scwa;
. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti

dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola
Barang;

*. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan scwa dalam

rangka pengawasan dan pengendalian; dan

. ketentuanlain sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 134
Penvewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat
berakhirnyva scwa dalam keadaan baik dan layvak digunaskan
secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannva.
Penyerahan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditwangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pengelola Buarang /Pengpuna  Barang  harus melakukan
pengecekan barang milik daerah wyang disewakan sebelum
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) guna
memastikan  kelayvakan  kondisi  barang milik  daecrah
bersangkutan.
Pcnandatanganan  Berita  Acara  Scrah Terima  (BAST)
schagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua
kewajiban penvewa dipenuhi.

Paragraf Kesembilan
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 135

Calon Penyewa mengajukan suratpermohonan disertal dengan

dokumen pendukung,

Surat permohonan  sehagaimana dimaksud pada ayvat (1),

memuat:

a. data calon penyewas;

b. latar belakang permohonan;

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa;dan

d. peruntukan Sewa.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Lerdiridari:

a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan
pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal
calon penyewa berbentuk hulkum/badan usaha;

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyvewa untuk menjaga dan
memelihara barang milik dacrahserta mengikuti ketentuan
vang berlaku selama jangka waktu sewa;dan

c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan
sewa.

Pasal 136
Data calon penyewa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 135
ayat (2] huruf a terdiridari:
a. Foto kopi KTP,;
h. Foto kopi NPWP;
¢. Foto kopi SIUP;dan
d. Data lainnvya.
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Dalam hal calon penyvewa adalah perorangan, data calon penyewa
hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud
pada avat (1) hurat a.
Data barang milik daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
135 avat (3) huruf ¢ terdiridari:
a. foto atau gambar barang milik dacrah,beruapa:
1. gambarlokasi dan/atau site plan tanah dan/atau
bangunan yvang akan disewa;dan
2. Tolo bangunan dan bagian bangunan vang akan discwa.
b. alamat objek yvang alkan discwalkan;dan/atau
c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan vang akan
disewakan.

Pasal 137
Perigelola Barang melakukan penclitian terhadap surat
permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 untuk menpuji atas kelavakan penyewaan
terkail permohonan dari calon penyewa.
Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3] hurul c,
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna
Barang vang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang digjukan untuk disewakan.
Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai
Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna mempercleh
nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yvang akan disewakarn.
Penilai publik sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan
oleh Bupati.
Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 adalah perhitungan besaran Sewa.
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan
oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan
pcnyewaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) dan
perhitungan besaran sewa.
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan
pada APED.
Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapacalonpenyvewa
dalam waktu wvang bersamaan, Pengelola Barang menentukan
penyewa  dengan  didasarkanpada  pertimbangan  aspek
pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan
sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1], Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa
barang milik daerah kepada Bupati untuk  mendapat
persetujuan.

Pasal 138
Bupati memberikan persctijuan atas permohonan Sewa yang
diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian
kelayakan penyewaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 137
ayat (9).
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Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati
menerbitkan suratpcneolakan kcpada pihak vang mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan.
Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati
menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik dacrah
berupa tanah dan/atau bangunan.
Surat persctujuan penyvewaan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan scbagaimana dimaksud pada ayal [3)
sckurang-kurangnya memuat:
a. data barang milik daerah yvang akan disewakan;
b. data penvewa;
c. data sewa, antaralain:

1. besaran tanf sewa;dan

2. jangka waktu.
Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif
sewa.
Dalam hal terdapat usulan nilai sewa vang diajukan oleh calon
penvewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang
dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar
usulan besaran sewa dari calon penyewa.

Paragraf Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 139

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan
sewa untuk mempersiapkan usulan scwa.

(1)

(3)

(4)

(5)

Pasal 140

Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasall36 berlaku mutatis

mutandis terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon
penyewa pada Pengguna Barang,

Pengguna  Barang melakukan  penclitianatas  kelayakan

penvewaan permohonan sewa olch calon penyewa sebagaimana

dimaksud pada avat (1).

Pengpuna Barang mclakukan penilaian terhadap barang milik

dacrah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain

tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yvang ditetapkan oleh
Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan;

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat mclibatkan penilai
yang ditetapkan oleh Bupati untuk barang milik daerah
berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian kelayvakan dan hasil penilaian

sebagaimana dimaksud pada avat (2] dan avat (3), Pengguna

Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik

dacrah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.
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Pasal 141

Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
140 ayat (5) disertai:
. data barang milik daerah vang diusullkan;
cusulan jangka waktu sewa;

usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaransewa;
. surat pernyataan dar Pengguna Barang;dan

. surat pernyataan dari calon penyewa.
Dalam hal usulan sewa wvang diajukan olech Pengguna Barang
schagaimana yvang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan
permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada
Pengelola Barang tidak perlu  disertai surat pernyataan
schapaimana dimaksnud pada avat (1) huruf e.

’nm,ﬂ o

Pasal 142

Surat pernvataan Pengguna DBarang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:

a. barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang
digunakan dalam rangka penvelenggaraan tugas dan fungsi
OPD /unit kerja;dan

b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggn
pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/unit kerja.

Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 141 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa

bersedia untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah

serta mengikuti ketentuan yang berlaku seclama jangka walktu
scwa.

Pasal 143
Pengelola Barang melakukan pencliian  atas kelayakan
penyewaan  yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 140 ayat {5).
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelola DBarang dapat meminta keterangan kepada
Penppuna Barang yang mengajukan sewa.
Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar
apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai
bahwra:
a.luas tanah danfatau bangunan yang disewakan tidak
mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau
b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan
formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi
pasar.
Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilal sewa pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] diperlakukan sebagai tanf
pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dalam
penghitungan besaran scwa.
Dalam hal vang diusulkan untuk disewakan merupakan barang
milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola
Barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan
oleh Pengeuna Barang.
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
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dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan
ketentuan peraturan perundang- undangar.

Hasil penilaian  sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian
kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
perhitungan besaran sewa.

scluruh biaya vang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan
pada APBL.

Pasal 144

Pengelola DBarang memberikan surat persctujuan atas
permohonan sewa yvang diajukan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3], dengan mempertimbangkan
hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 avat (1)
dan kajian kelayakan penvewaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (7).

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) Pengelola Barang mengajukan penelaparn
formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan
hasil penclitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 145

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa
yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 140 ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada
pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertaialasan,
Apabila Pengelola Barang menyetujul permohonan sewsa  yang
diajukan Pengguna Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal
140 ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan
penyewaan barang milik daerah.
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat(2) paling
sedikit memuat:
a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
b. data penyvewa;
c. data sewa, antaralain:

1. besaran tarif sewa dan

2. jangka waktu, termasuk periodesitas scwa.
Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak
disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu
dizsertai data calon penyews sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurul b.
Besaran sewa yvang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa
barang milik daerah berupa tanah danj/atan bangunan
merupakan nilaihasil perhitungan berdasarkan formula tanf
Sewa.
Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa
dan/atau Pengguna Barang lebih hesar dari hasil perhitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka besaran sewa yang
dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik
daerah berupa sebagian tanah dan/atan bangunan adalah
scbesar usulan besaran sewa dari calon penyvewa dan/atau
Pengguna Barang.
Besaran sewa yvang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa
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barang milik daerah berupaselain tanah dan/atau bangunan
berdasarkan nilai sewa,

Pasal 146
Pengouna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persctujuan
Pcngelola Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 145 avat
(2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya
persctujuan scwa olch Pengelola Barang,
Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang
tidak discrtai data calon penyvewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 ayat (4), Penpgguna Barang mengupayakan agar
informasi mecngenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para
calon penyewa.
Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa
dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Darang menentukan
penyewa dengan mempertimbangkan aspck pengamanan dan
pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan
sewa vang dianggap paling menguntungkan.

Paragrat Keschelas
Pemeliharaan Sewa

Pasal 147
Penvewsa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik
daerah vang disewa.
Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) termasuk biaya vang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan
barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
PENYEewa.
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan
untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalua
dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya
guna dan berhasil guna.
Perbaikan barang milikdaerahsebagaimana dimaksud pada ayat
{(3) harus sudah sclesai dilaksanakan paling lambat pada saat
berakhirnya jangka waktu scwa.,
Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat
keadaan kahar (force majeur), perbailkan dapat dilalkukan
berdasarkan kescpakatan olch Pengelola Barang/Pengguna
Barang dan Penyewa.

Paragral Keduahelas
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 148
Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan
denganpersetujuan:
a. Bupati untuk  barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang;dan
b, Pengelola barang,untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.
Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dinaksud
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pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar
hangunan.

(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan,
bagian yang ditambahkan menjadi barang milik daerahdan
disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat
berakhirnya jangka wakiu sewa,

Paragral Ketigabelas
Ganti Bugl

Pasal 149
Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau hangunan
vang discwakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib
melakukan ganti rugl scsual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf Keempatbelas
Denda Sanksi

Pasal 150

Penyewa dikenakansanksi administratif berupa surat teguran

apabila:

a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah vang disewa
pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) belum
dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya
jangka waktu sewa; dan/atau

C. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 belum
selesal dilaksanakan paling lambat sebelum herakhirnvas jangka
wallu sewa,

Pasal 151

(1) Dalam hal penyerashan, perbaikan, dan atau penggantian barang
milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannyva surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
150, penvewa dikenakan sanksi administratif berupa  surat
peringatan.

(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang
milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak
diterbitkannva surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda,
sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keenam
Pinjam Pakai
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 152
(1} Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. mengoptimalkan barang milik daecrah yvang belum atau tidak
dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan
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fungsi Pengguna Barang;dan
b. menunjang pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas
objek pinjam pakai.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 153
FPinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah dalam rangka penvelenggaraan pemerintahan.
Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukanoleh:
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang,dan
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah wvang berada
pada Pengpuna Barang.
Pelaksanaan Pinjam Pakal oleh Pengelola Barang/ Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud padaayat(2) dilaksanakan
setelah mendapatkan persetujuan Bupati

Paragraf Ketiga
Obijek Pinjam Pakai

Pasal 154
Objek pinjam palkai meliputi barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dan sclain tanah dan/atau bangunan yang
berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau
banpunan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat dilakukan
urntulk sebagian atau keseluruhannya.

Paragraf Keempat
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 155
Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 [satu) kali.
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pertimbangan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 152
ayat [1].
Apabila  jangka waktu  pinjam  pakai akandiperpanjang,
permohonan  perpanjangan  jangka wakiu pinjam  pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengpuna Barang paling
lambat 2 (dua) bulan schelum jangka waktu pinjam pakai
berakhir.
Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
melewati batas waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (3],
proses pinjam pakal dilakukan dengan mengikuti tata cara
permohonan pinjam pakai bar,
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Paragraf Kelima
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 156
selama jangka waktu pinjam  pakai, peminjam pakai dapat
mengubah  bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak
mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai
barang milik dacrah.
Perubahan benruk barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1}):
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/fatau konstruksi
dasar barang milik daerah;atau
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar
barang milik daerah.
Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan
permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:
a. Bupati untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang;dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah wvang berada
pada Pengguna Barang.
Perubahan bentuk barang milik dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan
Bupati

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 157

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta

ditandatangani oleh:

a. Peminjam pakai dan Bupati untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang;dan

b. Peminjam pakai dan Pengelola DBarang, untuk barang milik
daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mermuat;

a. para pihak vang terikat dalam perjanjian;

b. dasar perjanjian;

¢. identitas para pihak yvang terkait dalam perjanjian;

d. jenis, luas atau jumlah barang vang dipinjamkan, dan jangka
walet;

e. tangoung jawab peminjam atas hiaya operasional dan
pemcliharaan sclama jangka waktu peminjaman;

f. hak dan kewajiban para pihalk;dan

o, perayaratan lain vang diangeap perha.

Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna

Barang.
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Paragraf Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik
Dacrah Pada Pengelola Barang

Pasal 158

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai
kepada Pengelola Barang.
Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penelitian  atas permohonan  pinjam pakai scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan

barang milik daerah;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;dan
c. jangka waktu pinjam pakai.
Hasil Penelitian schagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan
persetujuan/penolakan atas permohonan pinjam pakal.

Pasal 159
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal
158 ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permochonan
persetujuan pinjam pakai kepada Bupati
Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:
a. pertimbangan vang mendasari permohonan pinjam pakai;
b. identitas peminjam pakai;
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan
e. jangka waktu pinjam pakai.

(3} Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan

(2)

(3)

atau scbagian tanah danfatau bangunan, rincian data objek
pinjam pakaisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan.
Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau
bangunan, rincian data objek pinjam pakai scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk nama dan jurnlah
barang milik daerah.
Pasal 160

Pemberian persetujuan,/penolakan oleh Bupati atas permohonan
pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. barang milik dacrah yang dimohon dalam kondisi belum atau

tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola

Barang;dan
b. barang milik daerah yang dimochon akan dicunakan untuk
menunjang pelaksanaan penyelenggaraan permerintah

pusat/pemerintahan daerah lainnya.
Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakad.
Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayatl (2),
paling sedikil memuat:
a. identitas perminjam pakai;
b. data objek pinjam pakai;
c. jangka waktu pinjam pakai;dan
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d. kewajiban peminjam pakai.

Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai,
Bupati menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon
peminjam pakai dengan disertai alasan.

Pasal 161
Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan
dalam perjanjian pinjam pakai vang ditandatangani olch Bupati
dan Peminjam pakai.
Perjanjian schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti
dengan penverahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang
kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima [BAST).

Pasal 162

Selama jangks waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib

memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya

vang dibebankan pada Peminjam pakai.

Schelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakail

harus memberitahukan kepada Pengelola Barang akan

mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam

pakai kepada Pengelola Barang,

Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan

persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati

Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam
pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dacrah lainnya;dan

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan
pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 163
PDalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai
sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakal harus
memberitahukan kepada Pengelola Barang,
Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) dituangkan dalam Berita Acara Serab
Terima (BAST).
Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pclaksanaan Pinjam Pakal Barang Milik
Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 164
Calon peminjam pakal mengajukan permohonan pinjam pakai
kepada Pengguna Barang.
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Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam

pakai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon
peminjam pakal dengan melampirkan:

a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan
pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;dan

. data objek pinjam paksi, antara lain kartu identitas barang,
untuk barang milik daerah yang memiliki kartu identitas
barang.

Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang

sckurang kurangnya memuat:

a. pertimbangan vang mendasari permohonan pinjam pakai;

b. identitas peminjam pakai;

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk
luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan;dan

e. jangka walktu pinjam pakai.

Pasal 165

Pengelola Barang meclakukan penelitian atas permohonan
persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2).
Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan

barang milik daerah;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;dan
c. jangka walttu pinjam pakal.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan Bupati sebagai dasar pertimbangan
persetujuan/penolakan permohonan persctujuan pinjam pakai
oleh Bupati.

*agal 166

Pemberian persetujuan/peneclakan olch Bupati atas permohonan

pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau
tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk
menunjarng pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan
pusat /pemerintahan daerah lainnya;dan

c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.

Dalam hal Bupati menyetujui permohonan  pinjam pakai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2], Bupati

menerbitkan surat persetujuan pinjam pakal yang sekurang-
kurangnya memuat:

a, identitas peminjam pakali;

b. data barang milik daerah objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai;dan

d. kewajiban peminjam pakai.

(3} Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai
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sebapaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), Bupati melalui
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Darang
disertai alasannva.

Pasal 167

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik dacrah yang berada pada

Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai

antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai.

Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

ditindaklanjuti dengan penyerahan objck pinjam pakai dari

Penppuna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST]).

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakal wajib

memelihara dan mengamankan objck pinjam pakal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada
peminjam pakai.

Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai

harus memberitahukan kepada Pengpuna  Barang akan

mengakhiri  atau memperpanjang pinjam pakal.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai

mengajukan permohonan perpanjangan jangka wakta pinjam

pakai kepada Pengguna Barang.

Pcngguna Barang menyampaikan pengajuan permohonarn

persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui

Pengclola Barang.

Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai

scbagaimana dimaksud pada ayat (6] dilampiri dengan:

a. surat persectujuan pinjam pakai scbelumnyadari Bupali;

h. surat pernyvataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam
pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah  pusat/ pemerintahan dacrah
lainnva;dan

¢, surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan
pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam
pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 168
Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakal
sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus
memberitabukan kepada Pengguna Barang.
Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakal sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST).
Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
schagaimana dimaksud pada avat (2) kepada Bupali melalui
Pengelola Barang.
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Bagian Ketujuh
Ksk
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 169
KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam
rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasgil guna barang milik
daerah;dan/atau
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 170

(1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak
tersedia atau tidak culkup tersedia dana dalam APBD untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan
yang diperlukan terhadap barang milikk daerah yang
dikerjasamakan.

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik
daerah vang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan
langsung.

(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus schagaimana
dimaksud pada ayat (2] memiliki karakteristik:

a. barang vang mempunyai  spesifikasi  tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. barang vang memiliki tingkat komplcksitas khusus seperti
bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan
bendungan /wadulk;

¢, barang vang  dikerjasamakan dalam  investasl yang
berdasarkan perjanjian hubungan bilaicral antar negara;atau

d. barang lain vang ditetapkan Bupati.

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah vang
bersifat khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan
Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja
tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangatl.

(5] Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap ta hun selama
jangka waklu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor
pembagian keuntungan hasil KSP ke rckening Kas Umum
Daerah.

(6) Perhitungan besaran kontribusi  pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5] yang merupakan bagian
pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai
barang milik daerah vang dijadikan objek KSP dan manfaat lain
vang diterima pemerintah dacrah dengan nilai investasi mitra
dalam K3P.

Pasal 171
(1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang
menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah vyang
menjadi objek KSP.
(2] Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP
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dibebankan pada APBD.

Biava persiapan KSP yang terjadi setelahditetapkannya mitra KSP

dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

Cicilan pokok dan biava yang timbul atas pinjaman mitra KSP,

dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam

pembagian keuntungan.

Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan

oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barang,dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

Pasal 172

Pihak yang dapat melaksanakan KSI adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati , untuk barang
milik dacrah yang berada pada Pengelola Barang;atau

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pen gelola Barang,
untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna
Barang.

Persctujuan Pengclola Barang sebagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

Pihak vang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah

meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah dan/atau

c. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Kctiga
Objek KSP

Pasal 173
Objek KSP meliputi barang milik daerahberupa:
a. tanah dan/atau bangunan;dan
b. selain lanah dan/atau bangunan,yang berada pada Pengelola

Barang /Pengguna Barang.
Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud padaavat(l) huraf a, dapat
dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
Paragrafl Keempat
Hasil K&P

Pazal 171
Hasil KSP dapal berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan
fasililas vang diadakan oleh mitra KSP.
Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1], antaralain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. asel tetap lainnya;dan
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d. aset lainnya.

Hasil KSP sehagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian
dari pelaksanaan KSP.

Hasil KSP schagaimana dimaksud pada ayart (1) menjadi barang
milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai
perjanjian atan pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 175
Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan
infrastruktur terdiriatas:
g, penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka
wakiu KSP barang milik daerah;dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP hbarang milik
daerah.
Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. kontribusi tetap;dan
b. pembagian keuntungan.

Pasal 176
Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan
dan/atau penambahan hasil KSP.
Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan cara addendum
perjanjian.
Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan.
Besaran  kontribusi  tetap dan  pembagian  keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim
berdasarkan hasil perhitungan.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan:
a. Bupati untuk barang milik daerah berupatanah dan/atau
bangunari;atau
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan.
Perubahan dan/alau penambahan hasil KSP dilakukan setelah
memperoeleh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSP

Pasal 177
Jangka wakiu KSP paling lama 30 ([tiga puluh) tanun scjak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk
penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama S0
(limapuluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat
diperpanjang.

Pasal 178
Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan
cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka




(1)

(2]

(4]

(D)

(6]

(1)

)

69

waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu

beralhir.

Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penvelenggaraan pemerintahan dacrah; dan

b. selama pclaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi
peraturan dan perjanjian KSP.

FParagraf Keenam
Perjanjian KSP

Pasal 179

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara

Bupati atau Pengelola Barang dengan mitraKSP setelah

diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Bupati.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh mitra KSP dan.:

a. Bupati untuk barang milik daerahyangberadapada Pengelola
Barang,atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mermuat:

a. Dasar perjarLjiat;

b. identitas para pihak vang terikat dalam perjanjian;

c. ohjek KSP;

d. hasil KSP berupa barang, jika ada;

e. peruntukan K3P;

[. jangka waktuKG5P;

g. besaran leontribusi  tetap dan  pembagian  keuntungan
serta mekanisme pembayarannya;

h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

i. ketentuan mengenai berakhirnya K5I

j. Sanksi;dan

k. Penyelesaian perselisinan,

Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk Akta Notans.

Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP
menyampaikan bukti setor pembayaran korn iribusl tetap pertama
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mcrupakan salah satu dokumen pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perjanjian KSP.

Paragraf Ketujuh
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 180
Mitra KSP wajib menyctorkan:
a. kontribusi tetap;dan
b. pembagian keuntungan KSP.
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
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setiap tahun selama jangka wakti KSP.

Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf b, merupakan penerimaan daerah.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dalam KSP barang milik dacrah berupa tanah dan/atau
banpunan, sebagian  kontribusi  tetap dan  pembaglan
keuntungannva dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang
dibangun dalam satu kesatuarl perencanaan.

Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang
berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud
ayat (3) bukan merupakan objek KSP.

Pasal 181
Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (5) paling banyak
10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan selama masa KSP,
Bangunan yvang dibangun dengan biaya scbagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan
barang milik daerah.
Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuniungan
KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan
scbagian tanah danjatau bangunan ditetapkan dari hasil
perhitungan Tim yang dibentuk olch Bupati berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
Besaran koniribusi tetap dan persentasc pembagian keuntungan
KSP barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk
olehPengelolaBarang, berdasarkandan/atau mempertimbangkan
hasil penilaian.

Pasal 182

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:

a. besaran perscntase kontribusi tetap;dan

b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSF.

Besaran persentase kontribusi tetap secbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a ditentukanoleh Bupati dari hasil

perhitungan Tim berdasarkan dan/atau me mpertimbangkan
hasil penilaian.

Nilai wajar barang milik dacrah dalam rangka KSP sebagaimana

dimaksud pada ayvat (1) huruf b berdasarkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik
yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan;

b. hasilpenilaian oleh Tim yang dilelapkan oleh Bupati dan
dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati untuk barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Apabila terdapat nilai barang milik dacrah yang berbeda dengan

nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
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huraf a, dalam rangka pemanfaatan barang milik dacrah
digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat [3) huruf a.

Pasal 133

Besaran persentasc kontribusi tetap pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruaf a
meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi
tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat
inflasi.

Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan
pelaksanaan KSP dan ditnangkan dalam perjanjian KSP.

Pasal 164
Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. nilai investasi pemerintah dacrah;
b. nilai investasi mitra KSP;dan
¢. risiko yang ditanggung mitra KSF.
Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan olch Bupati dari hasil perhitungan Tim
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
Besaran mnilai  investasi pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar
barang milik daerah vang menjadi objek KSP.
Besaran nilai investasi mitra KSP scbagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam
proposal KsP.

Pasal 185

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh
Bupati dalam hal realisasi investasi yang dikcluarkan oleh mitra
KSP lebih rendah dari cstimasi investasi sebagaimana tertuang
dalam perjanjian.

Realisasi investasi scbhagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor
independen.

Pasal 186
KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk
mengoperasionalkan barang milik daerah.
KSP operasional atas Dbarang milik dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan barang
milik daerah vang dioperasikan oleh pihak lain.
Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik
daerah, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP
ditentukan olch Bupati berdasarkan persentase tertentu dari
besaran keuntungan vang diperoleh mitra KSP terkait
pclaksanaan K5P.
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Pasal 187
Apabila mitra KSP barang milik dacrah untuk penyediaan
infrastruktiur berbentuk Badan Usaha Milik Dacrah, kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada
pernerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar T0%
(tujuh  puluh persen] dari hasil perhitungan Tim KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3).
Penetapan kontribusi  tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi
keuangan DBadan Usaha Milikk Daerah dan hasil analisis
kelayakan bisnis KSP.
Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Paragraf Kedelapan
Pembayaran Kontribusi Tetap dan
Pembagian Keuntungan

Pasal 188
Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas
Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2
(dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP.
Pembayaran kontribusi telap tahun berikutnya disctorkan ke
rckening Kas Umum Dacrah paling lambat dilakukan sesuai
dengan tanggal vang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan
setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dan ayal (2] dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 189

Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP  tahun
sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling
lamnbat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam
perjanjian  dan dilakukan setiap tahun sampai dengan
berakhirnya perjanjian KSP.

Pembayaran pembagian keuntungan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan
Bupati

Paragraf Kesembilan
Rerakhirnva KSP

Pasal 190
KSP berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana lertuang dalam
perjanjian;
b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupali atau
Pengelola Barang;
c. berakhirmyva perjanjian KSP;dan
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b,
dapat dilakukan dalam hal mitra KSF:
a. tidak membayar kontribusi tetap sclama 3 (tiga] tahun
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berturut turat;

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau

¢ tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada
hurul a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian
KSP.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

oleh:

a. Bupati untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang:atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang,

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

secara tertulis.

Pasal 191
Paling lambat 2 (dua) tahun scbelum jangka waktu KSP berakhir,
mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
atau Pengelola Barang meminta auditor  independen/aparat
pengawasan intern pemerintah  untuk  melakukan audit  atas
pelaksanaan KST.
Auditor independen/aparat  pengawasan 0N pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit
kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.
Bupati Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra
KSP.
Mitra KSP mcnindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] dan melaporkannya kepada DBupati Pengelola
Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 192
Serah terima objek KSP dilakukan paling lambal pada saat
berakhirnya jangka waktu KSP.
Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima [BAST).
Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit
setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Mitra KSP tetap berkewajiban menindaklanjui hasil
audit.
Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran
KSP dan penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupuali paling lambat 1 (satu) bulan setelah
penyerahan.,

Pagal 193
Pengakhiran perjanjian KSP sccara sepihak oleh Bupati atau
Pengelola Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat
(1) huruf b, dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis
pertarna kepada mitra KSP.
Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran schagaimeana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) har
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kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau
Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3] Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dalam janpka waktu 30
(iga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
kedua, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran
tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.

(4) Apabila mitra KSP tdak melaksanakan teguran ketiga
schagaimana dimaksud pada ayat (3] dalam jangka walktu 30
(tiga puluh) hari kalendcr sejak diterbitkan teguran tertulis
ketiga, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan surat
pengakhiran K5E.

(5] Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau
Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah menerima surat pengakhiran KSFP sebagaimana
dimaksud pada avat (4.

Faragraf Kescpuluh
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Dacrah Yang Berada
Pada Pengelola Barang

Pasal 194
Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang meliputi:
a. inisiatit atau permohonan,
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan penilaian:
d. perhitungan besaran pencrimaan daerah dari KSP berupa
kontribusi tetap dan persentasc pembagian keuntungan;
e, pemilihan mitra;
f, Penerbitan keputusan;
o, penandatanganan perjanjian;dan
h. pelaksanaan.

Pasal 195
KSP atas barang milik dacrah yang berada pada Pengelola Barang
dapat dilakukan berdasarkan;
a. inisiatif Bupati;atau
b. permohonan dari pihale lain.
Pasal 196
(1) Inisiatif Bupati terhadap XSP atas barang milik dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a, dituangkan
dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik daerah.
(2) [nisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari rencana kebutuhan vyang disampaikan olch
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 197
(1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
195 huruf b, diusulkan kepada Bupati.
[2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mernuat:
a. latar belakang permohonan;
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hb. rencana peruntukan KSP;
c. jangka waktu KSP;dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan:
a. Databarang milik dacrah yang dircncanakan untuk dilakukan

KSP;

b. data pemohon KSP;
¢, proposal rencana usaha KSP;dan
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSD.

(4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud padaayat(3) huruf d,
antara lain:
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota;dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5] Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka
mengoperasionalkan barang milik dacrah.

Pasal 198
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian ad ministrasi atas
dokumen barang milik dacrah vang akan dilakukan KSP.
(2] Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuati:
a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
b. dokumen pengelolaan barang milik daerah;dan
¢. dokumen penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 199
Apabila hasil penelitian administrasi sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 198, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:
a. membentuk Tim KSP;dan
b. menugaskan Penilai melalul Pengelola Barang untuk melakukan
penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna
mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Pasal 200
(1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, maka Bupati
membentuk Tim K5P.
(2) Tim KSP bertugas:

a. menyiapkan rincian kebutuhan banpgunan dan fasililas yang
akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan
bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milikdaerah;

b. menghitung besaran penerimaan dacrah dari KSP berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;

c. menyiapkan perjanjian KSP;

d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari
Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan

e. mclaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Tim KSP dapat mengikutsertakan OPD/Unit Kerja teknis

yang berkompeten.

Pasal 201




76

(1} Dalam rangka mencntukan kelayakan bisnis KSF, Bupati dapat
menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk
melakukan:

a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan
dilakukan KS3Fatau
b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

(2) Hagil penilaian sebagaimana dimaksud dalamPasall99 huruf b
dan laporan analisis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati sebagail bagian dalam menentukan
pelaksanaan KSP.

Pasal 202

(1) Berdasarkan laporan analisis scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 201 ayat (1) dan/atau mempertimbangkan laporan
penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim KSP menghitung
besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungarn.

(2} Penghitungan besaran kontribusi tetap dan pecrsentase
pembagian keuntungan oleh Tim KSP scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesual dengan Ketentuan schagaimana
diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 187,

(3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan yang diajukan olch pihak lain lebih besar
dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], besaran konlribusi tetap dan persentasc pembagian
keuntungan vang ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah
sebesar usulan  besaran  koniribusi  tetap dan persentase
pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.

(1) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pasal 203
Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia
pemilihansecbagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampal dengan
Pasal 111.

Pasal 204
(1) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.
(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimmaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. Objek KSP,;
b. Peruntukan K8
¢. penerimaan daerah dari KSP;
d. identitas mitra KSP;dan
e. jangka waktu KSP.

Pasal 205
(1) Berdasarkan  keputusan  pelaksanaan KSP  sebagaimana
dimaksud Pasal 204, para pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 ayal (1) menandatangani Perjanjian KSP dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung secjak tangeal berlaku
keputusan pelaksanaan KsP.
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(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu} tahun sejak keputusan
pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan
penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP
schagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dinyatakan tidak
berlalou.

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti
pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 206

(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan
dalam perjanjian KSP.

(2} Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan
barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selcsal
dilaksanakan, mitra KSP wajib:

a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserla fasilitasnya yang
merupakan bagian dari kentribusi tetapdan pembagian
keuntungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3);

b.dapat langsung mengoperasionalkan  hasil KSP yang
dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.

Paragraf Kescbclas
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 207
Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik dacrah vang berada
pada Pengguna Barang meliput:
a. Permohonan;
b. Penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan penilaian;
d. perhitungan besaran kontribus: dan persentase pembagian
keuntungan;
e. Persetujuan;
f, Pemilihan mitra;
g, Penerbitan keputusan;
h. penandatanganan perjanjian;dan
1. pelaksanaan.

Pasal 208
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a
diajukan olech Pengguna Barang untuk memperolch persetujuan
dari Pengelola Barang.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. latar belakang pcrmohotian;
b. rencana peruntukan K5P;
c. jangka waktu KSP;dan
d. usulan besaran penerimaan dacrah dari KSP.
(3) Permohonan sechagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan:
a. data calon mitra KSP;
b. proposal rencana usaha KSP;
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c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSF;dan

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Surat pernyataandari Pengguna Barang schagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d mencgaskan bahwa

a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tdak
sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD:dan

b. Pelaksanaan KSP barang milikdacrahtidakakanmengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Dalam hal Penpgguna Barang mengusulkan penctapan mitra KSP

melalui  mekanisme penunjukan langsung  sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4), maka pengajuan

permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon mitra

KSP,

Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksudpadaayat (9]

meliputi:

4. nama;

L. alamat;

¢. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat lzin
Usaha/Tanda lzin Usaha atau yang scjcnis, untuk calon mitra
KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Pasal 209

Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 208 ayat (1} diberikan cleh Pengelola Barang berdasarkan
laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan
mempertimbangkan hasil penilaian.
Apabila Pengelola Barang tidak menyctujui permohonan KsSP
tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna
Rarang disertai dengan alasan.
Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada sayat (1)
dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat
persetujuan.
Surat Persetujuan scbagaimana dimaksud padaayat{3) paling
sedikit memuat:
a. Objck KSP;
b. Peruntukan KSP;
c. nilai barang milik daerah yang menjadi objck KSP sebagai

besaran nilai investasi pemerintah;
d. minimal besaran kontribusi tctap;
e. minimal persentase pembagian keuntungan;dan
f. jangka waktu KSP.
BerdasarkanSurat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Bupati menctapkan keputusan pelaksanaan KSP.
Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 ayat (1) menandatangani perjanjian KSP
dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
berlaku keputusan pelaksanaan KSP.
Sural persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak
berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
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ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat
perjanjian KSP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti
pembavaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 210
Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik dacrah yang berada pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 sampai
dengan Pasal 206 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Paragrat Kedua belas
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola
Barang Dan Pengguna Barang

Pasal 211

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik
dacrah yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra
KSP kepada Bupali paling lambat 2 (dua) tahun sebelum
berakhirnya jangka waktu K5P.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirt:

a. proposal perpanjangan KSFP;

b. data dan kondisi cbjek KSP.dan

¢. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungarn
dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(3] Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan
KSP yang telah berlangsung.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian schagaimana dimaksud
pada ayat (3], Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka
waktu KSP, maka Bupati:

a, membentuk Tim KSP;dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai
barang milik dacrah yang akan dijadikan objek KSP, besaran
kontribusi Letap, dan persentase pembagian keuntungan KSP.

(5] Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
antaralain:

a. menyiapkan perjanjian perparnjangan KSP;

h. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan / alau dengan
mempertimbangkan hasil Penilaian;dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 212

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka
waktu pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211
ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan
penilai atau pihak yang berkompeten untuk rmelakukan analisis
kelayakan perpanjangan pelaksanaan KsP.

(2] Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyvampaikan laporan analisig kelayalan
perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada
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Bupati melalui Pengelola Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2)
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud pada avat (3) menunjukkan bahwa permohonan
perpanjangan jangka wakiu KSP tidak dapat disetujui, Bupati
menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun
perjanjian  perpanjangan  jangka  waktu  KSP sekaligus
menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP
antara Bupati dengan mitra KSP dilakukarn.

Pasal 213
Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik
daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra
KSP kepada Pengguna Barang.
Permohonan sebagaimana dimalksud ayat (1) dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSFP;
h. data dan kondisi objek KSPidan
¢, buktipenyetoran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 214
Pengguna Barang melakukan  penelitian administrasi atas
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan
oleh mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1).
Berdasarkan hasil penelitian administrasisebagaimana dimaks ud
pada ayat (1] Pengguna Barang mengajukan  permohonan
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola
Barang,
Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

dalam 5 (lima) tahun teralhir.

Apabila berdasarkan hasil penelitian schagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang menyelujui usulan perpanjangan
jangka waktu KSP, maka Pengelola Barang:
a. membeniuk Tim KSP; dan
h. menugaskan Penilai.
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Pasal 215

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasalll4ayati4) hurufl &

nertugas antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSF;

b. menghitung hesaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan
memperlimbangkan hasil penilaian;

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola
Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (ljmenyampaikan

laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud

pada ayat [2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan

jangka waktu KSP lidak dapat disetujui, Pengelola Barang
mencrbitkan surat penclakan perpanjangan jangka waktu KSF
yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

Apabilahasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud

pada ayat [2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan

jangka waktu KSP dapat disetujui, Pengclola Barang menerbitkan
surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP vang
ditujukan kepada mitra KSP,

Berdasarkan persetujuan  perpanjangan  jangka waktu  KSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Tim KSP menyusun

perjanjian  perpanjangan  jangka waktu KSP  sekaligus
menviapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 216

Penilai schagaimana dimaksud dalam Pasal 214ayat(4) huruf b
bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah
yvang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tctap dan
persentase pembagian keuntungan KSP.

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas
kepada Pengelola Barang.

Pasal 217

| Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan  jangka

waktu pelaksanaan KSP atas permochonan perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Pengelola Barang dapat
menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten Lntuk
melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP.
Perpanjangan jangka waktu KSP  berlaku pada  saat
pcnandatanganan perjanjian KSP  antara Pengelola DBarang
dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 215

Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta
sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau
Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu KSP
sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.

Penyerahan ohjek KSP beserta sarana dan prasarananya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilakukan dengan Berita
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Acara Serah Terima (BAST) antara mitra KSP dengan:

a. Bupati untuk  barang milikk daerah yang herada pada
Pengelola Barang atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang.

Bagian Kedelapan
BGS dan BSG
Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 219

BGS/BSG  barang milik daerah dilaksanakan dengan

pertimbangan:

a. Penpguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
flingsi;dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup terscdia dana dalam APBD
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil

pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan lzin Mendirikan

Rangunan (IMB) atas nama pemerintah dacrah.

Biava persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang

atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra

BGS/BSG dibcbankan pada APBD.

Biaya persiapan BGS/BSG yang lerjadi setelah ditetapkannya

milra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi

beban mitra vang bersanglutan.

Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/B5G merupakan

penerimaan  daerah  yang  wajib disetorkan seluruhnya ke

rekening Kas Umum Daerah.

BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat [1] dilaksanakan aleh Pengelola Barang setelah mendapat

persetujuan Bupati.
Pasgal 220

Penetapan status Penggunaan barang milik dacrah sebagai hasil

dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terkait.

Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh

mitra setelalh berakhimya jangka waktu yang diperjanjikan

untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.

Pasal 221
Mitra BGS atau mitra BSG vang telah ditetapkan, selama jangka
waktu pengoperasian:
c. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah
setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
d. wajib memelihara objek BGS/BSG.dan
e. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah
tanganka:
1.tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
2 hasil BGS vang digunakan langsung untuk penyelenggaraan
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tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;dan/atau
3.hasil BSG.
Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS
kepada Dupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, seielah
dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Paragraf Kedua
Pihak Pclaksana

Pasal 222
Pihak yvang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang,
Pihak vang dapat menjadi mitra BGS/BSG mcliputi:
a. Badan Usaha Milik Daerah;
b. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
c. Badan Hukum lainnya.
Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk
badan hulum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan
atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga
Objck BGS/BS5G

Pasal 223
Objek BGS/B5G meliputi:
a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola
Barang;atau
b, barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna
Barang.
Dalam hal barang milik dacrah berupa tanah yang status
penggunaannya berada pada Pengpguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tclah direncanakan untuk
penyclenggaraan tugas dan fungsiPenggunaBarangyang
bersangkutan, DBGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih
dahulu diserahkan kepada Bupati.
BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Pengelola Barang dengan mengikulsertakan Pengguna
Barang sesuai tugas dan fungsinya.
Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} adalah mulai dari tahap
persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampal
dengan penyerahan hasil BGS/BSG.

Paragraf Keempat
Hasil BGS/BSG

Pasal 224
Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh
mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/B5G.

(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), antaralain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi dan jaringan;
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c. aset tetap lainnya;dan
d. asset lainnya.

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi barang milik daerah scjak diserahkan
kepada pemerintah dacrah sesuai perjanjian atan pada saat
berakhirnyva perjanjian.

Pasal 225

(1) Dalam peclaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG  dapat
melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan scsuai dengan
penvelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/fatau
untuk program-program nasjonal sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum
perjanjian BGS/B3G.

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
tahun:;dan

b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(5) Perubahan danfatau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah
memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BoG

Pasal 226
BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
a BGS/BSG barang milik dacrah atas tanah yang berada pada
Pengelola Barang;dan
h BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada
Pengguna Barang.

Paragraf Keenam
Pemilihan dan Penctapan Mitra BGS/B3G

Pasal 227
(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.
(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai
dengan 110.

Pasal 228
Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227 ditetapkan oleh Bupat
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Paragraf Ketujuh
Janglka Waktu BGS/BSG

Pasal 229
(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani.
(2) Jangka waklu BGS/BSG scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat
dilakukan perpanjangan.

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS/BSG

Pasal 230
1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.

(2] Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG.

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

a. Dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian,

ohjek BGS/BSG;

. hasil BGS/B5G;

. peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;

.besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas

dan fungsi Pengelola DBarang/ Pengguna Barang;
i, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/B5SG;
k. sanksi;
l. penvelesaian perselisihan;dan
m. persyvaratan lain yvang dianggap perlu.

(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

(5] Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan sctelah mitra
RGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi
tahunan pertama kepada Pemerintah Daerah.

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi  tahunan  pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat [5) merupakan salah satu
dokumen pada Lampiran yang menjacdi bagian tidak terpisahkan
dari perjanjian BGS/BsG.

S R T

Paragraf Kesermbilan
Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung
Untuk Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah,
Penghitungan dan Pembayarannya

Pasal 251
(1) Mitra wajib membayar kontribusi lahunan melalui penyetoran ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari
pelaksanaan BGS/BsG.
(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1} dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 232

(1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari
besaran persentasc kontribusi tahunan dengan nilai wajar
barang milik daerah vang akan dilakukan BGS [B3G,

(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan
Penilai.

(3} Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian olch Penilai
Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati

(4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar
hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG
barang milik daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian
scbagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 233

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/B5G  dapat
meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2).

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
perdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan
memperhatikan tingkat inflasi.

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam pcrsetujuan
pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan
oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan
vang dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi
tahunan vyang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan
BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sehesar
usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pasal 234

(1} Pembayaran kentribusi tahunan pertama ke Rekening kas Umum
Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2
(dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.

(2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening
Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian.

(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian
dibayarkan paling lambat 6 [enam] bulan sebelum  perjanjian
beralkhir.

(4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukli setor.

Pasal 235
(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit
10% (scpuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan
langsung oleh Pengguna Barang untuk penyvelenggaraan tugas
dan fungsi pemerintahan.
(2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung schagaimana
dimaksud pada avat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
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hasil perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim vang
dibentuk oleh Bupati.

(3] Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan scsual dengan
waktu yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.

(4) Penctapan penggunaan barang milik dacrah hasil BGS/B5G vang
digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
dilakukan oleh Bupati.

1)

(1)

Paragraf Kesepuluh
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/B5G

Pasal 236

BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana terluang
dalam perjanjian BGS/B5G:

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG  secara scpihak olch
Bupati;

c.berakhirnya perjanjian BGS/BSG;

d. ketentuan lain sesuai peraturan pcrundang undangan.

Pengakhiran BGS/BSG  secara scpibak  oleh Bupati

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan

dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi  kewajiban

sebagaimana lertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini, antara lain:

a. mitra BGS/BSG terlambat mcmbayar kontribusi tahunan
sebanyak 3 (tiga) kall berturut-turut;

b, mitra BGS/BSG tidak mcmbayar kontribusi tahunan
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;atau

c.mitra BGS/BSG  belum memulal pembangunar dan/atau
tidak menyelesaikan  pembangunan  sesuai  dengan
perjanjian, kecuali dalam keadaan foree majeure.

Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dapat dilakukan olch Bupati sccara tertulis.

Pasal 237

Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf b,

dilaksanakan dengan tahapan:

a. Bupali menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
BGS/B5G;

b. dalarn hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran
dalam jangka waktu 30 [tiga pulub) harl kalender sejak
diterbitkan tepuran tertulis pertama, Bupati menerbitkan
teguran tertulis kedua;

c.dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran
kedua dalam jangka waktu 30 [tiga puluh] harl kalender
scjak  diterbitkan  teguran  tertulis  kedua, Bupati
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan
teguran terakhir;dan

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran
keliga dalam jangka waktu 30 [tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan
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surat pengakhiran BG5S/ B3G.
Sctelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dalam jangka waktu paling lama 30
(tisa puluh) hari, mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek
BGS/BSG kepada Bupati.
Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan audit atas objek BGS/BSG vang diserahkan oleh
mitra BGS/BSG.
Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk
memeriksa:
a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang
akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;
b. kesesuaian bangunan dan fagilitas hasil BGS/BSG antara
vang akun diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSGidan
c.laporan pelaksanaan BGS/BSG.
Aparal pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit
kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/B5G.
MitraBGS/BSG menindaklanjuti seluruh  hasil audit yang
disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan
melaporkannya kepada Bupati.
Serah terima objek BGS/DBSG dilakukan paling lambat pada
saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima{BAST).
Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam
hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh
mitra  setelah dilakukannva serah  terimasebagaimana
dimaksud pada ayat (7).
Pengakhiran  sepihak BGS/BSC  tidak  menghilangkan
kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya
sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragrafl Keschelas

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang Milik Dacrah

Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang

Paszal 238

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang, meliputi:

a.
b.
£,
d.

Ty thoo

inisiatif atau permohonan;

penelitian administrasi;

pembentukan Tim dan Penilaian;

perhitungan besaran pencrimaar dacrah berupa kontribusi
tahunan dan persentase hasil BGS/BS5G yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;

. pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;

. penandatanganan perjanjian; dan
. pelaksanaan.

Pasal 2349

BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pen gelola
Barang dapat dilakukan berdasarkan:

L.

inisiatil Bupati;atau
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b. permohonan dari pihak lain.

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

{4

(3]

(1)

Pasal 240
Inisiatif Bupati atas BGS/BSG Barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a, dituangkan
dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG barang milik daecrah.
Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal
berasal dari  rencana  kebutuhan vang disampaikan oleh
Pengguna Barang,

Pasal 241
Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 239 huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/B5G;
c.jangka waktu BGS/BSG;dan
d. usulan besaran kontribusi tahunan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
dengan.:
a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan
BGS/BSG;
h. data pemohon BGS/BSG;
c.proposal rencana usaha BGS/BSG;
d. informasi lainnya berkaitan decngan usulan
BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:
1. Rencana UmumTata Ruang Wilayah dan penataan kota;
dan
2. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan,

Pasal 242
Besaran kontribusitahunan, dan persentase hasil BGS/BSG
vang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan dihitung oleh Tim BGS/BSG berdasarkan
dan/atau mempertimbanglkan nilai wajar barang milik dacrah
dan analisis dari Penilai.
Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untulk
tugas dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.
Apabila diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barangdapat
menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil
BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan.
Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG  yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan
merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan
mitra.
Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG  yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan Bupati.

Pasal 243
Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung
dan [asilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam
perjanjian BGS/B5G.
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(2) Apabila mitra BGS/BSG telah selesai iclaksanakan
pembangunan gedung dan fasilitasnya scbagaimana dimaksud
pada ayat (1),maka;

a. mitra menverahkan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemeriniahan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
BSG/BGS;

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang
dibangun sesuai dengan perjanjian BGS; dan

c.milra menverahkan hasil BSG kepada Bupati.

(3] Hasil BSG schagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul c
meripakan barang milik dacrah.

Pasal 244
Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP  barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 206
mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG yang
berada pada Pengelola Barang.

Paragral Kedua belas
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG atas Barang Milik Daerah
Berupa Tanah yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 245

(1] Barang milik dacrah berupa tanah yang berada pada Pengguna
Barang dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:

4. inisiatif Pengguna Barang,atau
b. permohonan dari pihak lain.

(2] Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a,
disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan
BGS/BSG vang ditujukan kepada Bupati

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul b, disampaikan dalam bentuk surat permohonarn
pelaksanaan BOS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna
Barang,

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] memuat
antara lain:

a. lalar belakang permohonan,

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

c.jangka waktu BGS/BS5G;

d. usulan besaran kontribusi tahunan;dan

c.usulan persentasc hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 246

(1} Pengguna Barang mengajukan permohonan  persctujuan
BGS/BSG terhadap permohonan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 avat (3) kepada Bupati yang
memuat:
a. latar belakang permohonan;
b, rencana peruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG;




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

{4

9]

d. usulan besaran kontribusi tahunan;dan

c.usulan persentasc hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untulk tugas dan fungsi pemerintahan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertal:

a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan
BGS/BSG;

b. data pemohon BGS/BSG;

c.proposal BGS/BSG;

d. data barang milik daerah wang akan dilakukan
BGS/BS5G;dan

e.Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.

Data barang milik daerah schagaimana dimaksud pada ayat (2]

huruf d, menegaskan bahwa:

a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG
tidaksedang digunakan dalam rtangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pokok OPD /unit kerja;dan

b. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf e, antara lain

informasi mengenai:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota;dan

b. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna

Barang bukan berdasarkan permohonan darl pemohon

BGS/BSG, maka permohonan BGS/BSG kepada Bupati tidak

perlu disertai datapemohon BGS/BSG sebagaimana dimalksud

pada ayat (2] huruf b.

Berdasarkan permohonan Pengguna Barung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] dan ayat (5), Pengelola Barang

melakukan penelitian administrasi atas barang milik daerah
vang akan dilakukan BGS/BSG.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 247
Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 246 ayat (7), Bupati dapat memberikan
persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/BSG.
Apabila Dupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG,
Bupati menerbitkan surat penolakan  yang disampaikan
kepada Pengguna Barang dengan disertal alasan.
Apabila Bupati menyetujui permohonan BG S/B5G, Bupati
menerbitkan surat persetujuan.
Surat persetujuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat(3)
memuat persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang
untuk menyerahkan barang milik daerah yang akan dijadikan
sebagai objek BGS/BSG kepada Bupati.
Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berila Acara Serah
Terima (BAST).




_ Pasal 248

(1} Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang
akan dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Bupati
berdasarkan pertimbangan bersama antara Pengelola Barang
dan Pengguna Barang.

(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 206 berlaku mutatis
mutandis terhadap pelaksanaan BGS/BSG barang milik
daerah atas tanah vang berada pada Pengguna DBarang yang
sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
KSHI
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 249

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:

a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan
infrastruktur  guna  mendukung  tugas dan  fungsi
pemerintabian;

h. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APED
untuk penvediaan infrastruktur;dan

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 250

{1) Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:

a. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, Atau
memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi
objck KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPl;dan

c.dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan
sepanjang terdapat kelebihan kcuntungan yang diperoleh
dari vang ditentukan pada saat perjanjian dimulai
(clawbeack),

(2) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil
KSPI kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka
waktu KSPI sesual perjanjiann.

(3] Barang hasil KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada
pemerintah dacrah sesuai perjanjian.

(4) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 251
Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249
huruf ¢ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSPI atas Barang Milik Daerah

Pagal 252

Pihak vang dapat melaksanakan KSII adalah:

a. Pengelola Barang,untuk barang milik daerah yang herada
pada Pengelola Barang:atau

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang.

KSPI atas barang milik daeral dilakukan antara Pemerintah

Daerah dan badan usaha.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

badan usaha yang berbentulk:

a. Perseroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

¢.Badan Usaha Milik Daerah;dan fatau

d. Koperasi.

Paragraf Ketiga
PJPK KSPI atas Barang Milik Daerah

Pasal 253
PJPK KSPl atas barang milik daerah adalah pihak yang
ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rargka
pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan
usaha.
Pihak vang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan
perturan perundang- undangan.

Paragraf Keempat
Objck KSFI

Pasal 254

Obijck KSPI meliputi:

a. barang milik daerah yang berada pada Penpelola
Barang;atau

b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Objck KSPI atas barang milik dacrah meliputi:

a. Tanah dan/atau bangunan.

b. sehagian  tanah dan/atau  bangunan - yang masih
digunalkan;atau

c.selain tanah dan/atau bangunar.

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSPI

Pasal 255
Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50
(lima puluh) tahun scjak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang.
Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah schbagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Bupati
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Jangka waktu KSPI atas barang milik daerahdan perpanjangan
schagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
perjanjian KSPI atas barang milik daerah.

Pasal 256

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255ayat(3) hanya dapat
dilakukan apabila terjadi government forcemajeure, seperti
dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya
krisis ekonomi, politik, sosial, dan kcamanan.

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya
paling lama 6 (cnam) bulan setelah government force majeure
terjadi.

Paragraf Kecnam
Hasil KSP] atas Barang Milik Daerah

Pasal 257
Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiriatas:
a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya
yang dibangun olch mitra KSPLdan
b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari
vang ditentukan pada saat perjanjian dimulai {clawback).
Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf bmerupakan penerimaan pemerintah
daerah yang harus disctorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 258
Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan
(clawhack} ditetapkan oleh Bupati.
Penetapan  besaran  pembagian  kelebihan keuntungan
felawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan hasil kajan dari Tim KSPl yang
dibentuk oleh Bupati.
Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (elawback)
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan dengan
mempertimbangkan antara lain:
a. nilal investasi Pemerintah Daerah;
b. nilai investasi mitra K5PI;
c. risiko vang ditanggung mitra KSPl;dan
d. karakteristik infrastruktur.

Paragraf Ketujuh

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam

(1]

Rangka Penvediaan Infrastrukur

Pasal 259
mfrastruktur vang menjadi hasil kegiatan KSPl atas barang
milik daerah berupa:
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan
prasarana;
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b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau
kualitas infrastruktur; dan/fatau

c.hasil penyvediaan infrastruktur berupa penambahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas
dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil

kegiatan KSPI atas barang milik daerah schagaimana

dimaksud pada ayat (1} sesuai perjanjian atau pada saat
herakhirnya perjanjian.

Penyerahan scbagaimana dimaksud pada ayat (2 dilakukan

oleh mitra KSPI atas barang milik dacrah kepada PJPK.

Pasal 260
PJPK menverahkan barang milik daerah yang diterima dan
mitra KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 259 ayat (3] kepada Bupati.
Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa
infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik daerah
sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan KSPI atas Barang Milik Daerah Pada

Ta
pa

o oo

=

eyl el

Penpgelola Barang

Pasal 261
hapan peclaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada
da Pengelola Barang melipuli:

. permohonan;

. penelitian administrasi;

. pembentukan tim dan penilaian;

.perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPl berupa

pembagian kelebihan keuntungan (clawback};

penerbitan keputusan;

penyerahan barang milik dacrah dari Bupati kepada Penanggung
Jawab proyek KSPI,

. pemilihan mitra;
. penandatanganan perjanjian;

pelaksanaan;
pengamanan dan p emeliharaan;

. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika

ada:dan
pengakhiran.

Pasal 262

(1) KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola

2]

Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari

Pengelola Barang yang disampaikan sccara tertulis kepada

Bupati

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sekurang-

kurangnya memuat data dan informasi mengenai:

a. Identilas PJPK, termasuk dasar penctapan/
penunjukkannya;
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b. latar belakang permohonan;

¢.barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI,
antara lain jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah;

d. rencana peruntukan KSPL

e.jangka waktu KSPldan

f estimasi besaran  pembagian  kelebihan  keuntungan
{elawback).

Pasal 263

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (2)

dilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek
KSPI;

b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPL; dan

c.surat kelayakan penyediaan infrastruktur dan
Kementerian/Lembaga dan/atan Dinas Teknis sesual
kententuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit memuat:

a. data dan informasi mengenai PJPK KSPT;

b. dasar penunjukan/penctapan;

c.barang milik daerah yvang direncanakan untuk
dijadikan sebagal objek KSPL;

d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPLdan

e kesediaan melaksanakan proscs KSPI  scsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264
Bupati melakukan penclitian administrasi atas permohonan
KSPI yang diajukan oleh PJPK.
Apahila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) menunjukkan bahwa barang milik
daerah dapat dilakukan KSPI, Bupati:
a. membentuk Tim KSPl;dan
b. menugaskan Penilai untuk mclakukan penilaian barang
milik daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui
nilai wajar atas barang milik dacrah bersangkutan.

Pasal 265

TimKSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264ayat (2) huruf

a berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain:

a. Pengelola Barang;

b. Perwakilan dari OPD terkait;dan

c.Perwakilan dari OPD yang membidangi pengelolaan barang
milik daerah.

Tugas Tim KSPI sebagaimana dim aksud pada avar (1] meliputs:

a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan
menjadi objek KSPI;

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari
KSPI, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 257 avat (1)
huruf b;dan

c.melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bu pati

Sepala biaya vang diperlukan dalam pclaksanaan tugas Tirn

KSPI dibebankan pada APBD.
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Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak
yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 266
Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan
iclawback) dilakukan oleh Tim KSPI scsual  ketentuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 258.
Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam
pembagian  kelebihan  keuntungan (clawback) dengan
mempertimbangkan perhitungan Tim KSPl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPL
Besaran bagian pemerintah daecrah dalam pembagian
kelebihan keuntungan felawback) vang ditetapkan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dicantumkan dalam
dokumentender.

Pasal 267
Rupati menerbilkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI
dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan
tugas Tim KSPL
Keputusan KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. data barang milik daerah yvang menjadi objek KSP[;
p. peruntukanKSPItermasuk kelompok/jenis infrastruktur;
c.besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback),
d. jangka wakiu KSPI atas barang milik daerah;dan
e.penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.
Salinan Keputusan KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pengelola Barang.
Apabilla permohonan KSPI dianggap tidaklayak, Bupati
memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.

Pasal 263
Bupati menycrahkan barang mililk daerahyang menjadi objek
KSPL kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan
keputusan schagaimana dimaksud dalam Pasal 267 avat (1).
Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani oleh Bupati dan PJPK penyediaan infrastruktur
atas barang milik daerah.
Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanva dalam rangka
KSPI atag barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan
kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 269

PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah
menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dan provek
kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan
infrastruktur.

Penctapan mitra KSPl dilaporkan oleh PJPK penyediaan
infrastruktur atas barang milik daerah kepada Bupati paling
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lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 270
PJPK Penyediaan Infrastruktur mcnandatangani perjanjian
KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.
Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan
KSPL

Pasal 271
Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 270 ayat (1), PJPK Penycdiaan Infrastruktur
menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objelke KSPI
kepada mitra KSPL
Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima [BAST) yang ditandatangani oleh PJFPK
Penvediaan [nfrastruktur dan mitra KSPL
Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka
pemanfaatan barang milik daerah dan bukan sebagai
pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 272
PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan
penandatanganan perjanjian KSPl  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 ayat (1) dan penyerahan barang milik daerah
kepada mitra KSP! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271
ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan salinan perjanjian
KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum
ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 ayat [2) dinyatakan tidak berlaku.
Dikecualikan dari  ketentuan scbagaimanadimaksudpada
avat [2), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang
dilakukan oleh mitra KSPI, penandatanganan perjamnjan
dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun ferhitung sejak
berlakunya keputusan KSPI atas barang milik daerah.

Pasal 273
Perjanjian KSPI atas barang milik daerahsekurang- kurangnya
memuat:
a. Dasar perjanjian;
b. identitas para pihak;
c.barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan;
d. peruntukan pemanfaatarn;
¢.hak dan kewajiban;
f. jangka waklu pemanfaatan;
g besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
1. sanksi,dan
j. penvelesaian perselisihan.
Perjanjian KSPl atas barang milik daerah schagaimana
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dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta
Notaris.

Pasal 274

Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan
pengamanan dan pemcliharaan atas:
a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPLdan
b. barang hasil KSPl atas barang milik daerah berdasarkan

perjarijian.
Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya
barang milik dacrah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas
barang milik daerah.
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah
vang menjadi objek KSPI dan hasil KSPl atas barang milik
dacrah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasilguna.
Perbaikan barang milikdaerahsebagaimana dimaksud pada
aval (3] harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada
saat berakhirnya jangka waktu KSPL
Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi behan mitra KSPL

Pasal 275
Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik daerah
vang menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai
perjanjiamn.
Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang
milik dacrah objek KSPL.

Pasal 276
Bagian pemerintah daerah atas pembagian  kelebihan
keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening
Kas Umum Daerah paling lambat 31 marct.
Bagian pemerintah daerah atas pembagian  kelebihan
keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam
jangka wakiu perjanjian KSFPI disetorkan oleh mitra KSPI ke
rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 {sepuluh) hari
sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
Bagian pemerintah  daerah  alas pembagian  kclebihan
keuntungan {clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelcbihan
keuntungan fclawback) yang diperoleh dari yang ditentukan
pada saal perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 277

KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal:

a.
b.

Berakhirnva jangka waktu KSPI atas barang milik daerah,;
pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara
sepihak cleh Bupati;atau

. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 278

Pengakhiran secara scpihak oleh Bupati scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 277 huruf b, dapat dilakukan dalam hal

mitra KSPI atas barang milik daerah:

a. tidak membavar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI
atas barang milik daerah yang ditentukan pada saat
perjanjian dimulai {clawbacklatau

b. tidak memenuhi kewajiban sclain  dari sebagaimana
dimaksud pada huruf a  sebagaimana  tertuang
dalamperjanjian.

Pengukhiran KSPI schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukanoleh  Bupatiberdasarkan  hasil  pertimbangan

Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis.

Pasal 279
Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihakoleh Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, diawali dengan
penerbitan tcguran tertulis pertama kepada mitra KSPI oleh
Bupati.
Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran periama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari scjak teguran tertulis pertama diterbitkan,
Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua.
Apabila mitra KSPI tidak meclaksanakan teguran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dalam jangka waktu 30
(tipa puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan,
Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merpakan
teguran terakhir.
Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30
[tiga puluh) hari scjak teguran tertulis ketiga diterbitkan,
Bupati menerbitkan sural pengakhiran KSPL
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}
dan ayat (3) serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud
pada avat [4) ditembuskan kepada PJPK.
Mitra KSPI harus menyerahkan objeck KSPI kcpada Bupati
dengan tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI
atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) han setelah
menerima surat pengakhiran perjanjian KSPL

Pasal 280
Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling
lambat 2 [dua) tahun sebelum jangka waktu KSFI berakhir
kepada PJPK.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dilakukan audit oleh auditor indcpenden/aparat pengawasan
intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas barang milik
daerah berdasarkan permintaanPJPK,
Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil
audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milil
daerah.
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(4) PJPK menyampaikan hasil audit sebhagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada mitraKSFPL

(5] Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan melaporkannya kepada PJPK.

Pasal 281

(1) Mitra KSPl menyerahkan barang milik daerah yang menjadi
objek KSPI pada saat berakhirnyaKSPl kepada DJPR dalam
keadaan baik dan layakdigunakan secara optimal sesuai fungsi
dan peruntukannya.

(2) Dalam hal tcrdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang milik
dacrah,mitra KSPI wajih menyerahkannya bersamaan dengan
penyerahan objek KSPI schagaimana dimaksud pada ayat( 1).

(3] Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Scrah Terima (BAST).

Pasal 282
Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai
ditindaklanjuti oleh mitra KSPI sctelah dilakukan serah terima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Miira KSPI tetap
berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesal.

Pasal 283
(1) PJPK melaporkan kepada Bupati:
a. berakhimya KSPI sebagaimana dimaksuddalamPasal 2T
b. hasil audit scbagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat
(3);dan
c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 282.
(2) PJPK menycrahkan kepada Bupati:
a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat
(1);dan
b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalamPasal 281 ayat (2)-

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 284
(1} Pengelela Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan
KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang.
(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan
KSPI atas barang milik daecrah yang berada pada Pengguna
Barang.

Pasal 285
(1} Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran
pendapatan daerah atas KSFPlkepada Bupati sesuai perjanjian
dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatandacrah.
(2] Bulkti penyetoran pendapatan dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan
penatausahaan KSPL
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Paragraf Kesepuluh
Sanksi Dan Denda

Pasal 286

{1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau
melakukan pembayvaran namun tidak sesuai dengan ketentuan
atas pembagian keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276, mitra KSPI atas barang milik daerah wajib
membavar denda sebagaimana diatur dalam naskah
perjarjisn.

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayatl (1)
dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Dacrah.

Pasal 287

(1] Dalam hal barang milik dacrah yang menjadi objek KSPI tidak
dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, miitra
KSPI memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang
diperjanjikan.

(2) Perbaikan schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya
masa KSPI atas barang milik daerah.

Pagal 288

(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objck KSPI hilang
selama pelaksanaan masa KSPl akibat kesalahan atau
kelalaian mitra KSPI, mitra wajib mengganti objek dan hasil
KSPI dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan
serara.

(2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada
saat berakhirnya KSPI.

Pasal 289
(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dan Pasal 288
tidak dapat dilakukan, mitra KSPl membayar biaya perbaikan
dan/atau penggantian tersebut secara tunai,
(2] Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh PJPK.

Pasal 290
Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1)
dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum
Naerah paling lama 1 (satu] bulan terhitung sejak adanya
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 289 ayat (2).

Pasal 291

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam

hal:

a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 290 pada saat berakhirnya
KSFl.atau

b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek




103

KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat herakhirnya KSPL

Pasal 292

(1] Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan
barang mililk daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 290
belum dilakukan terhitung! (satu) bulan sejak diterbitkannya
sural teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, mitra
dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

(2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan
barang milik dacrah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak
diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda
scbagaimana diatur dalam naskah perjanjian.

Pasal 293

Dalam hal denda schagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (2)
tidak dilunasi mitra KSPI, maka penyclesalannya dilakukan
herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kescbelas
Tata Cara Pelaksanaan KSPIL atas Barang Milik
Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 294
Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 261 sampal
dengan Pasal 293 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara
pelaksanaan KSPI pada Pengguna Barang,

Pasal 295
Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik
daerah vang herada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat
pernyataan dari Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang
menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang,.

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Fengamanan
Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 296

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna
Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya.

(2] Pengamanan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, meliputi:
a. Pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi;dan
c. pengamanan hukum,
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Pasal 297
(1] Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan
tertib danaman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah
dilakukan vleh Pengelola Darang.

Pasal 293
Bupati dapat menctapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan
alam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan dacrah.

Paragral Kedua
Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299

(1] Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antaralain:

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar
batas;

b. memasang tanda kepemilikan tanah;dan

c.melakukan penjagaan.

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanzkan dengan mempertimbangkan  kemampuan
keuanpgan pemerintah daerah dan kondisifletak tanah yang
bersangkutan

(3] Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
dolumen bukti kepemilikan tanah secara tertib danaman;
b. melakukan langkah-langkah sehagaiberikut:

1. melenpgkapi bukti kepemilikan danj/atau menyimpan
sertifikat tanah;

2. membuat kartu idenlilas barang;

3. melaksanakan inventarigasi/sensus barang milik daerah
scleali dalam 5 (lima) lahun serta melaporkan
hasilnya;dan

A.mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna
Baranyg/Kuasa Pengguna.

(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

a. tanah vang belum memiliki sertifikat;dan
b. tanah vang sudah memiliki sertifikat namun belum atas
nama pcmerintah daerah.

Pasal 300
Pembangunan pagar batas sebagaimana dimalksud dalam Pasal 299
ayat (1} huruf abelum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan
anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui
pembangunan patok penanda batas tanah.

Pasal 301
Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299
ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:
a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
h. diberi tulisan tandakepemilikan;
. pambar lambang pemerintah daerah;dan




